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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya 

mengenai analisis yuridis terhadap kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dalam menerapkan prinsip first to file, maka penulis memberikan 

kesimpulan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Merek PT.Iwan Tirta dan merek PT.Pusaka Iwan Tirta merupakan merek yang 

terdaftar resmi dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan PT.Iwan Tirta yang terdaftar pada 

tahun 2006 dan PT.Pusaka Iwan Tirta pada tahun 2009 yang notabene masing-

masing merek tersebut sudah melalui proses permohonan pendaftaran merek 

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis , yang pengaturan lebih lanjutnya 

diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 

Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, hingga kedua merek tersebut yaitu 

baik PT.Iwan Tirta ataupun PT.Pusaka Iwan Tirta sama-sama mendapatkan 

sertifikat ha katas merek. 

2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) adalah lembaga 

yang berwenang dalam menerima, memeriksa, hingga mengumumkan merek 

tersebut hingga terdaftar secara resmi. Berkenaan dengan terdaftarnya  

PT.Iwan Tirta dan PT.Pusaka Iwan Tirta, bahwa Direktorat Jenderal Hak 
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Kekayaan Intelektual  (DITJEN HKI) tidak mengindahkan prinsip first to file 

yang tertuang dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dengan melihat ketentuan pasal 21 

tentang standarisasi merek yang ditolak permohonannya melalui penilaian 

persamaan pada pokoknya yang terdapat pada pasal 17 Peraturan menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tentang Pendafraan Merek , 

Walaupun merek PT.Pusaka Iwan Tirta memiliki kemiripan yang dominan 

dengan merek PT.Iwan Tirta yaitu dengan sama-sama menggunakan penamaan 

“Iwan Tirta” Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) 

tetap tidak menolak permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta. 

Sehingga, kelalaian tersebut berdampak pada terjadinya sengketa antara merek 

PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta. 

3. Penyebab utama terjadinya sengeketa antara PT.Iwan Tirta melawan 

PT.Pusaka Iwan Tirta adalah keteledoran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (DITJEN HKI) dalam proses pemeriksaan substantif . akan tetapi 

selain itu ada juga faktor pendukung yaitu PT.Pusaka Iwan Tirta yang tetap 

melakukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikadi tidak baik dan 

PT.Iwan Tirta yang tidak mengajukan sanggahan/keberatan saaat masa 

pengumuman merek PT.Pusaka Iwan Tirta. 

4. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang mendaftar 

pertama yaitu PT.Iwan Tirta bisa melalui upaya hukum non-ligitasi (diluar 

pengadilan) yaitu melalui arbitrase, mediasi, dan konsoliasi untuk menentukan 

keputusan diluar pengadilan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terlah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik merek tidak boleh semena-mena melakukan permohonan pendaftaran 

merek dengan maksud dan itikad tidak baik, dengan bermaksud mendompleng 

ketenaran suatu merek terkenal dengan penamaan merek yang menyamai 

penamaan merek lain yang lebih dahulu terdaftar atau lebih terkenal. 

2. Pemilik merek pendaftar pertama (PT.Iwan Tirta) yang merasa mereknya 

dirugikan dengan adanya merek lain (PT.Pusaka Iwan Tirta) yang mempunyai 

kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya , seharusnya 

mengajukan keberatan/sanggahan saat masa/jangka waktu pengumuman 

permohonan pendaftarn merek (PT.Pusaka Iwan Tirta) dengan memberikan 

bukti-bukti sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geeografis. 

3. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) harus lebih 

selektif dakam menentukan tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan 

substantif permohonan pendaftaran merek. Sumber Daya Manusia (SDM) 

dalam tim pemeriksa (pemeriksaan substantif) Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual haruslah orang-orang yang diakui keahliannya dalam 

merek dan hukum merek baik hukum merek nasional maupun internasional. 

4. PT.Iwan Tirta sebagai perusahaan industri yang notabene memerlukan proses 

penyelesaian sengketa dengan waktu yang singkat harus lebih membuka diri 

dengan proses penyelesaian sengketa lain selain melalui Pengadilan Niaga. 
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Yaitu melalui proses alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan pasal 93 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Terutama Arbitrase. 
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